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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan 
Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu 
penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi 
yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah : 
a. Rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai 
sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan 
setelah menjalani proses peradilan. 
b. Penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses 
peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan 








2. Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak 
pecandu atau keluarga. Sebagian besar pecandu maupun keluarga 
kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi. Hal-hal yang 
mempengaruhi kurangnya kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga 
dalam pemberian rehabilitasi adalah : 
a. Rasa malu dari pihak yang bersangkutan dari stigma 
masyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani 
rehabilitasi. 
b. Kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi. 
c. Merasa sarana dan pra sarana yang terdapat pada panti 
rehabilitasi kurang memadai. 
B. Saran 
Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin 
memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah Narkotika ini 
dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah Narkotika 
yaitu BNN ( Badan Narkotika Nasional ). Keberadaan BNN diaharapkan 
mampu menekan permasalahan di bidang Narkotika. Pada kenyataannya 
keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifitasan BNN ini 
tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, 
kewenanangan dan tugas dari BNN. Sebagai contoh adalah kasus yang 
dialami Raffi Ahmad, banyak masyarakat yang kontra terhadap penetapan 
rehabilitasi yang dilakukan BNN kepada Raffi Ahmad karena pandangan 







putusan pengadilan oleh hakim. Selain itu masyarakatpun masih kurang 
mengerti tentang kualifikasi kasus yang seperti apa yang masuk dalam 
penanganan BNN karena seperti kita ketahui kasus Narkotika juga dapat 
ditangani oleh kepolisian. Satu contoh lagi adalah ketidaktahuan masyarakat 
tentang wajib lapor bagi pecandu Narkotika.  Berdasarkan fakta-fakta yang 
ada di tengah masyarakat maka penulis mempunyai masukan agar BNN 
selaku badan yang menangani masalah Narkotika untuk lebih medekatkan diri 
kepada masyarakat dengan cara : 
1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan 
keberadaan BNN di lembaga-lembaga pendidikan. 
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan 
keberadaan BNN di setiap wilayah di Indonesia dari yang 
terkecil. 
3. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak baik negeri 
maupun swasta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di 
setiap instansi. 
4. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di 
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